
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.57, 2021 OMBUDSMAN. Keprotokolan. 

 

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 49 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEPROTOKOLAN  

DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WAKIL KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan di 

lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, maka 

diperlukan pedoman keprotokolan yang jelas, tegas, dan 

proporsional; 

b. bahwa untuk menjadi acuan kerja bagi pejabat dan/atau 

petugas protokol di lingkungan Ombudsman Republik 

Indonesia;  

c. bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan 

Pimpinan Ombudsman dan Sekretaris Jenderal yang 

selaras, serasi, dan seimbang dalam melakukan 

hubungan kerja kedinasan serta menciptakan hubungan 

baik dalam tata pergaulan resmi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Ombudsman tentang 

Keprotokolan di Lingkungan Ombudsman Republik 

Indonesia; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu 

Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5035); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5166); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan 

Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan 

Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6143); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6243); 

6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 247); 
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7. Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan 

Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 644); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG KEPROTOKOLAN DI 

LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya 

disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang 

mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan 

pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang 

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara 

serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang 

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 

2. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang 

berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau 

acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan 

tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada 

seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau 

kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau 

masyarakat. 

3. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan 

oleh Ombudsman dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

tertentu dan dihadiri oleh Pimpinan Ombudsman, 

Sekretaris Jenderal, Pejabat Negara dan/atau Pejabat 

Pemerintahan serta undangan lain. 
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4. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga 

negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam 

Undang-Undang. 

5. Pimpinan Ombudsman adalah Ketua, Wakil Ketua, dan 

Anggota Ombudsman. 

6. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki 

jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat 

maupun di daerah.  

7. Perwakilan Ombudsman adalah kantor Ombudsman di 

provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai 

hubungan hierarkis dengan Ombudsman. 

8. Kepala Perwakilan Ombudsman adalah seseorang yang 

diangkat oleh Ketua Ombudsman untuk memimpin 

kantor Perwakilan Ombudsman di daerah. 

9. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat 

yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat 

pengaturan Keprotokolan.  

10. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat 

Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing 

dan/atau Organisasi Internasional serta Tokoh 

Masyarakat Tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara 

Resmi. 

11. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan 

upacara dalam Acara Resmi. 

12. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan 

pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat 

Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau 

Organisasi Internasional serta Tokoh Masyarakat tertentu 

dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi. 

13. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan 

tindakan yang dilakukan secara terus menerus atau 

dalam jangka waktu tertentu, untuk menjaga keamanan 

dari segala ancaman dan gangguan yang dapat 

mengganggu ataupun membahayakan keselamatan. 

14. Kunjungan Kerja adalah kunjungan kedinasan yang 
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dilakukan oleh Pimpinan Ombudsman dan/atau 

Sekretaris Jenderal. 

15. Jamuan Resmi adalah hidangan makan minum secara 

resmi untuk menghormati tamu Pimpinan Ombudsman 

atau Sekretaris Jenderal baik dari dalam maupun luar 

negeri.  

16. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah 

Putih. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Keprotokolan di lingkungan Ombudsman 

terdiri atas: 

a. Tata Tempat; 

b. Tata Upacara;  

c. Tata Penghormatan; dan 

d. Pengamanan. 

 

BAB II 

PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

(1) Penyelenggaraan Keprotokolan dilakukan terhadap Acara 

Resmi yang dihadiri oleh Pimpinan Ombudsman 

dan/atau Sekretaris Jenderal di lingkungan 

Ombudsman. 

(2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. upacara; 

b. Kunjungan Kerja; 

c. penerimaan dan pelayanan kunjungan tamu; dan 

d. Jamuan Resmi. 

(3) Penyelenggaraan Keprotokolan dilaksanakan untuk Acara 

Resmi di lingkungan Ombudsman sesuai dengan aturan 
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